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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan bersama oleh Sub Divisi Governance and 
Compliance dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk melakukan reviu atas tindak lanjut 
rekomendasi Area of Improvement (AoI) hasil asesmen Good Corporate Governance (GCG) tahun kinerja 
2024 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero). Kegiatan ini dilaksanakan selama periode 08 April sampai 
dengan 10 April 2026 dengan melibatkan berbagai unit kerja terkait guna memastikan bahwa tindak lanjut 
atas rekomendasi telah dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan FGD dan evaluasi terhadap bukti tindak lanjut yang disampaikan 
oleh masing-masing unit, diketahui bahwa dari total 41 rekomendasi AoI yang dihasilkan dari asesmen GCG 
Tahun 2024, sebanyak 20 rekomendasi (48,78%) telah dinyatakan tuntas, 17 rekomendasi (41,46%) masih 
dalam proses penyelesaian, dan 4 rekomendasi (9,76%) belum ditindaklanjuti. 

Jika ditinjau berdasarkan aspek governance, capaian tindak lanjut menunjukkan variasi tingkat 
penyelesaian. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik telah sepenuhnya 
ditindaklanjuti. Aspek Direksi dan Pengungkapan Informasi dan Transparansi menunjukkan progres yang 
relatif baik dengan sebagian besar rekomendasi telah ditindaklanjuti dan tidak terdapat rekomendasi yang 
belum ditindaklanjuti. Sementara itu, pada aspek Dewan Komisaris masih terdapat rekomendasi yang 
dalam proses penyelesaian serta sebagian kecil yang belum ditindaklanjuti. Adapun aspek Pemegang 
Saham/RUPS masih menjadi perhatian utama karena seluruh rekomendasinya belum ditindaklanjuti. 

Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi yang masih dalam proses 
berkaitan dengan penyempurnaan kebijakan, penguatan sistem dan prosedur, serta kebutuhan koordinasi 
lintas unit kerja. Selain itu, terdapat indikasi bahwa beberapa tindak lanjut masih berada pada tahap 
administratif atau penyusunan dokumen dan belum sepenuhnya mencapai tahap implementasi final. Hal 
ini mengindikasikan bahwa tantangan utama dalam tindak lanjut AoI bukan hanya pada pelaksanaan awal, 
tetapi pada penyelesaian secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

Pelaksanaan FGD terbukti memberikan kontribusi positif dalam mempercepat proses tindak lanjut 
melalui penyamaan persepsi antara BPKP dan unit kerja terkait, serta pemenuhan kelengkapan bukti 
dukung. Tidak terdapat kendala signifikan dalam pelaksanaan kegiatan ini, sehingga proses evaluasi dapat 
berjalan dengan baik dan menghasilkan gambaran yang cukup komprehensif atas kondisi tindak lanjut AoI. 

Secara keseluruhan, tindak lanjut atas AoI hasil asesmen GCG tahun kinerja 2024 pada PT KAI 
(Persero) menunjukkan perkembangan yang positif, namun masih memerlukan perhatian berkelanjutan 
untuk memastikan seluruh rekomendasi dapat diselesaikan secara tuntas. Ke depan, diperlukan penguatan 
mekanisme monitoring, peningkatan koordinasi antar unit, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut 
yang masih dalam proses agar implementasi GCG dapat semakin optimal dan berkelanjutan. 

      
  

 

 

 

Bandung, 27 April 2026 

VP of Governance and Compliance 

 

ARMAN HIDAYAT 
NIPP. 62801 
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Laporan Evaluasi Tindak Lanjut AOI GCG Tahun Kinerja 2024 

A. Dasar Penugasan 

1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 

192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 

2. Surat Vice President of Governance and Compliance PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 

KC.202/IV/2/KA-2026 tanggal 2 April 2026 perihal Undangan Pendampingan Focus Group Discussion 

Area of Improvement Assessment GCG Tahun 2024 PT KAI (Persero); 

3. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor PE.08.02/ST-585/PW10/4.1/2026 

tanggal 2 April 2026 hal Nara sumber Focus Group Discussion atas Area of Improvement Asesmen 

GCG PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2024. 

B. Tujuan Penugasan 

Penugasan dilaksanakan dengan tujuan melakukan reviu atas tindak lanjut rekomendasi hasil 

asesmen GCG tahun kinerja 2024 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) secara terstruktur, terukur 

dan berkelanjutan. 

C. Ruang Lingkup Penugasan 

Ruang lingkup penugasan meliputi rekomendasi atas area of improvement hasil asesmen GCG PT Kereta 

Api Indonesia (Persero) tahun kinerja 2024. 

D. Pemenuhan Norma 

1. Kegiatan dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-

2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan pada Badan Usaha 

Milik Negara; dan 

2. Laporan Hasil Assessment Good Corporate Governance (GCG) PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

Kinerja Tahun 2024 dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa 

Barat Nomor PE.05.03/LHP-187/PW10/4.1/2025 tanggal 02 Juni 2025. 

E. Batasan Penugasan 

1. Hasil kegiatan didasarkan pada data, informasi, dan fakta yang disampaikan kepada Tim BPKP oleh 

PT KAI (Persero) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2. Laporan hasil kegiatan bersifat informatif dan penggunaan serta tindak lanjut atas hasil kegiatan 

merupakan kewenangan PT KAI (Persero) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3. Seluruh keputusan dan tindak lanjut atas Laporan Hasil Kegiatan merupakan kewenangan dari PT 

KAI (Persero) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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F. Pelaksanaan Penugasan 

Kegiatan FGD dalam rangka reviu tindak lanjut hasil asesmen GCG PT KAI (Persero) tahun kinerja 2024  

dilaksanakan selama tiga hari kerja, dimulai  tanggal 08 April sampai dengan tanggal 10 April 2026. 

Langkah-langkah penugasan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Perolehan laporan hasil asesmen GCG PT KAI (Persero) tahun kinerja 2024, daftar AoI dan 

rekomendasinya; 

2. Pengumpulan dan verifikasi bukti tindak lanjut; 

3. Diskusi dengan pihak/unit yang terkait Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Komite 

Komisaris, Unit ZA (Executive Vice President/EVP of Internal Audit), ZSB (Vice President/VP of Office 

of The Board), ZSP (VP of Corporate Communication), ZLD (VP of Legal Dispute Resolution), DH 

(Managing Director of Human Capital and Institutional Relations), HS (EVP of Human Capital 

Services), HCO (VP of Organization Development), HCI (VP of Industrial and Employee Relation), 

FMB (VP of Budgeting), IS (EVP of Portofolio and Subsidiary Management), ZS (EVP of Corporate 

Secretary), Investor Relation, KS (EVP of Safety), dan SRG (VP of Governance and Compliance) 

mengenai langkah yang telah ditempuh sebagai upaya TL atas rekomendasi hasil asesmen GCG; 

4. Meminta bukti tindak lanjut yang belum diperoleh selama diskusi kepada unit terkait; 

5. Pemberian kesimpulan mengenai tindak lanjut yang telah dilakukan oleh unit terkait apakah telah 

tuntas, masih dalam proses, atau belum ditindaklanjuti. 

G. Hasil Penugasan 

Hasil FGD menunjukkan bahwa dari jumlah rekomendasi sebanyak 41 AoI, telah tuntas ditindaklanjuti 

sebanyak 20 AoI (48,78%), masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 17 AoI (41,46%) dan belum 

ditindak lanjuti sebanyak 4 AoI (9,76%), sebagaimana dapat disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel.1 Rekapitulasi Tindak Lanjut AoI Hasil Asesmen GCG PT KAI (Persero) Tahun 2024 

ASPEK PENGUJIAN 

Total 
Reko
mend

asi 

Sebelum FGD (TL oleh KAI) Setelah FGD dengan BPKP 

Status Tindak Lanjut Sudah TL 
Belum TL 

Sudah TL Belum TL Tuntas Dalam Proses 

Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % 

I 

Komitmen terhadap 
Penerapan Tata 
Kelola Perusahaan 
yang Baik secara 
berkelanjutan 

1 1 100 0 0,00 1 100 0 0,00 0 0,00 

II 
Pemegang Saham dan 
RUPS/ Pemilik Modal 

3 0 0,00 3 100 0 0,00 0 0,00 3 100 

III 
Dewan 
Komisaris/Dewan 
Pengawas 

12 8 66,67 4 33,33 4 33,33 7 58,33 1 8,33 

IV Direksi 21 13 61,90 8 38,10 12 57,14 9 42,86 0 0,00 

V 
Pengungkapan 
Informasi dan 
Transparansi 

4 3 75,00 1 25,00 3 75,00 1 25,00 0 0,00 

VI Aspek Lainnya 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 41 25 60,98 16 39,02 20 48,78 17 41,46 4 9,76 
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 Sumber data: Bukti Tindak Lanjut (diolah) 

 Berikut daftar rekapitulasi tindak lanjut Area of Improvement (AoI) hasil asesmen penerapan GCG 

tahun kinerja 2024 di PT KAI (Persero) yang telah dilakukan review oleh tim Sub Division of Governance 

and Compliance didampingi oleh tim Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) Provinsi Jawa Barat sebagai Quality Assurance (QA). 

Tabel.2 Daftar Tindak Lanjut AoI Hasil Asesmen Penerapan GCG Tahun 2024 

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) 

Nomor 
Area of Improvements /Aoi/Saran Tindak Lanjut 

Status Tindak Lanjut 

Urut Par Tuntas 
Dalam 
Proses 

Belum 
TL 

I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 
1 5 Mengupayakan penyelesaian tindak lanjut 

atas area of improvement (AoI) hasil 
asesmen GCG 

Upaya penyelesaian tindak lanjut atas AoI 
hasil asesmen GCG telah dilakukan, yaitu 
telah mengirimkan RDS kepada unit-unit 
terkait dan melakukan FGD dengan BPKP 
terkait penyelesaian tindak lanjut AoI hasil 
asesmen GCG 

1 - - 

Sub Jumlah 1 - - 
II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS 

2 29 Memberikan persetujuan usulan aksi 
korporasi Direksi secara tepat waktu yaitu 
paling lambat 30 hari untuk KSO/BOT dan 
maksimal 7 hari untuk pelepasan aset 
setelah dokumen usulan dan penjelasan 
diterima secara lengkap 

Belum ada tindak lanjut dan bukti TL - - 1 

3 33 Menetapkan Pedoman Penyusunan Laporan 
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris 

Belum ada tindak lanjut dan bukti TL - - 1 

4 38 Mendokumentasikan pembahasan dan 
upaya-upaya menindaklanjuti AoI yang 
dihasilkan dari asesmen GCG tahun 
sebelumnya 

Belum ada tindak lanjut dan bukti TL - - 1 

Sub Jumlah - - 3 
III. DEWAN KOMISARIS 

5 44 Konsisten dalam memberikan persetujuan 
terhadap usulan tindakan Direksi dalam 
jangka waktu berkisar 7 hari sampai dengan 
14 hari sejak diterimanya permohonan atau 
penjelasan dan dokumen secara lengkap 
dari Direksi 

Dalam pemberian persetujuan terhadap 
usulan tindakan Direksi masih terdapat 
persetujuan lebih dari 14 hari sejumlah 11 
usulan dari 23 usulan (47,83%) 

- 1 - 

6 48 Konsisten dalam menyajikan 
keselarasan/ketidakselarasan RKAP dengan 
RJPP dalam tanggapan RKAP kepada 
Pemegang Saham 

Dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris-Direksi 
PT KAI (Nomor 12/CG/KOM-DIR/X/2025, 29 
Oktober 2025) poin 1.d telah diuraikan 
mengenai keselarasan RKAP dengan RJPP 

1 - - 
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Nomor 
Area of Improvements /Aoi/Saran Tindak Lanjut 

Status Tindak Lanjut 

Urut Par Tuntas 
Dalam 
Proses 

Belum 
TL 

7 49 Menginstruksikan manajemen untuk 
melengkapi Draft Board Manual yang telah 
disusun dengan lingkup/kriteria lingkungan
 bisnis dan 
permasalahannya yang diperkirakan 
berdampak pada usaha perusahaan dan 
kinerja perusahaan 

Board Manual telah dilengkapi dengan 
muatan dimaksud, namun masih berupa 
draft, sesuai Nota Dinas Dewan Komisaris 
Nomor KL.212/XII/1/KOM-2025 tanggal 13 
Desember 2025 perihal Permohonan 
Penyelesaian Board Manual Dewan 
Komisaris dan Direksi 

- 1 - 

8 56 
57 

Melaksanakan pengawasan dan pemberian 
nasihat terhadap kebijakan pengadaan 
barang dan jasa dan kebijakan standar mutu 
dan pelayanan 

Dewan Komisaris telah mengirimkan Nota 
Dinas Dewan Komisaris Nomor 
12/CF/KOM/II/2025 tanggal 7 Februari 2025 
perihal Permintaan Penjelasan Direksi atas 
Progress Tindak Lanjut Rencana Aksi Direksi 
terkait LHP BPK, poin 1 kebijakan PBJ, 
namun belum ada jawaban Direksi 
mengenai permintaan Dewan Komisaris 
tersebut 

- 1 - 

9 61 Melengkapi usulan auditor eksternal kepada 
RUPS dengan mencantumkan besarnya 
honorarium untuk auditor eksternal dan 
mencantumkan anggaran biaya audit 
eksternal (KAP) dalam Rencana Kerja 
Tahunan Dewan Komisaris 

Dalam RKAP Tahun 2026, pada butir 
1.5 Usulan RKA Biaya Dewan Komisaris (hal. 
11) telah dianggarkan mengenai besaran 
honorarium calon auditor eksternal. Pada 
saat FGD (8 April 2026) belum terdapat 
kegiatan pengusulan calon auditor 
eksternal, besaran honorarium auditor 
eksternal akan dimasukkan dalam surat 
usulan tersebut 

1 - - 

10 65 Proses pemberian pendapat tertulis 
mengenai proses pengangkatan Direksi dan 
Dewan Komisaris anak perusahaan 
terdokumentasi dalam bentuk surat 
permintaan penjelasan/kelengkapan 
tambahan, sehingga terpantau prosesnya 
tidak melebihi jangka waktu 15 (lima belas) 
hari kalender sejak diterima secara lengkap 
dari Direksi 

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris telah 
memberikan pendapat tertulis terkait 
pengusulan wakil perseroan sesuai Nota 
Dinas Dewan Komisaris Nomor 
44/CF/KOM/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025 
perihal Tanggapan Tertulis atas Usulan Calan 
Direktur Manajemen Proyek dan 
Pengembangan Bisnis PT Kereta Cepat 
Indonesia China (KCIC), namun masih 
melebihi 15 hari kalender (21 hari, surat 
sebelumnya 27 Mei 2025) 

- - 1 

11 67 Melakukan telaah atas penilaian kinerja 
Direksi individu berdasarkan kriteria, target 
dan indikator kinerja utama yang tercakup 
dalam Kontrak Manajemen Direksi secara 
individual dan melaporkannya kepada 
Pemegang Saham 

Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris 
(nomor 11/CG/RIS/KOM/VI/ 2025, 
tanggal 25 Juni 2025) dengan pembahasan 
Penilaian KPI Individu Direksi Tahun 2024. 
Belum ada dalam risalah rapat gabungan 
BoD-BoC 

- 1 - 

12 70 Konsisten mengikutsertakan peran Komite 
Komisaris dalam melakukan telaah serta 
memantau tindak lanjut area of 
improvement (AOI) hasil asesmen GCG yang 
menjadi kewenangan Dewan Komisaris dan 
mendokumentasikannya 

Tindak lanjut dalam bentuk FGD dengan tim 
GCG BPKP terkait AoI atas penilaian GCG 
Tahun 2024 yang menjadi kewenangan 
Dewan Komisaris pada tanggal 08/04/2026 

1 - - 
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Nomor 
Area of Improvements /Aoi/Saran Tindak Lanjut 

Status Tindak Lanjut 

Urut Par Tuntas 
Dalam 
Proses 

Belum 
TL 

13 71 Melaksanakan telaahan/ pemabahasan atas 
hasil capaian kinerja Dewan Komisaris dan 
organ pendukung Dewan Komisaris dan 
mendokumentasikannya baik dalam risalah 
rapat Intern BOC maupun dalam laporan 
berkala 
 

Laporan Tugas Pengawasan Dewan 
Komisaris belum mencakup hasil capaian 
kinerja Dewan Komisaris dan organ 
pendukung Dewan Komisaris 
 
Dalam risalah rapat belum terlihat 
telaahan/pembahasan mengenai hasil 
capaian kinerja Dewan Komisaris dan organ 
pendukung Dewan Komisaris 

- 1 - 

14 73 Meningkatkan kehadiran dan keaktifan 
masing-masing individu Dewan Komisaris 
dalam rapat internal Komisaris maupun 
rapat gabungan Komisaris dan Direksi serta 
melengkapi dengan surat kuasa kepada 
anggota Dewan Komisaris lainnya atas 
ketidakhadiran dalam rapat serta penjelasan 
alasan ketidakhadiran dalam rapat 

- Pada tahun 2025, tingkat kehadiran 
Dewan Komisaris dalam rapat telah 
meningkat (di atas 80%); 
- Surat kuasa belum ada; 
- Dalam risalah rapat telah dimuat alasan 
ketidakhadiran Dewan Komisaris 

- 1 - 

15 77 
78 

Menginstruksikan Sekretaris Dewan 
Komisaris untuk: 
1) Mencantumkan penjelasan atas 
ketidakhadiran Dewan Komisaris dalam 
Risalah Rapat dan memastikan validasi oleh 
peserta rapat atas isi dari risalah rapat di 
setiap halaman risalah; 
2) Memantau pemenuhan dokumen risalah 
atas setiap rapat Dewan Komisaris maupun 
Komite Dewan Komisaris serta pemenuhan 
laporan berkala Dewan Komisaris dan 
Komite Dewan Komisaris; 
3) Memantau tindak lanjut rekomendasi 
kepada Direksi dan Anggota Komite Dewan 
Komisaris, serta mendokumentasikan atas 
proses tindak lanjut baik dengan memilah 
berdasarkan status; tuntas, dalam proses 
dan belum ditindaklanjuti 

Sekretaris Dewan Komisaris telah: 
1) Mencantumkan penjelasan atas 
ketidakhadiran Dewan Komisaris dalam 
Risalah Rapat dan melakukan validasi oleh 
peserta rapat atas isi dari risalah rapat di 
setiap halaman risalah; 
2) Memantau pemenuhan dokumen risalah 
atas setiap rapat Dewan Komisaris maupun 
Komite Dewan Komisaris serta pemenuhan 
laporan berkala Dewan Komisaris dan Komite 
Dewan Komisaris; 
3) Memantau tindak lanjut rekomendasi 
kepada Direksi dan Anggota Komite Dewan
 Komisaris, serta mendokumentasikan 
atas proses tindak lanjut baik dengan 
memilah berdasarkan status; tuntas, dalam 
proses dan belum ditindaklanjuti 

1 - - 

16 82 
83 

Menginstruksikan Komite Dewan Komisaris 
untuk: 
1) Konsisten mendokumentasikan hasil 
pertemuan kedalam Risalah Rapat sesuai 
dengan format Risalah Rapat sebagaimana 
diatur dalam Tata Tertib Rapat Dewan 
Komisaris minimal memuat hasil-hasil analisis, 
telaahan dan evaluasi serta menyampaikan 
kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk 
disimpan sebagai arsip perusahaan; 
2) Melengkapi Laporan Triwulanan dan 
Laporan Tahunan dengan memuat 
perbandingan antara realisasi kegiatan dengan 
program kerja tahunan serta penugasan lain 
yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris dengan 
menyertakan rangkuman hasil pelaksanaan 
kegiatan dan rekomendasinya. 

Belum seluruh Komite Dewan Komisaris 
menyusun dan melengkapi Laporan 
Triwulanan dan Laporan Tahunan dengan 
memuat perbandingan antara realisasi 
kegiatan dengan program kerja tahunan serta 
penugasan lain yang ditugaskan oleh Dewan 
Komisaris dengan menyertakan rangkuman 
hasil pelaksanaan kegiatan dan 
rekomendasinya 

- 1 - 

Sub Jumlah 4 7 1 
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Nomor  
Area of Improvements /Aoi/Saran 

 
Tindak Lanjut 

Status Tindak Lanjut 

Urut Par 
Tuntas Dalam 

Proses 
Belum 

TL 

IV. DIREKSI 
17 88 Melakukan update Kepdir PT KAI Nomor 

KEP.U/OT/104/IX/1/KA-2015 tentang 
standar waktu pengambilan keputusan oleh 
Direksi dalam perbuatan-perbuatan Direksi 
yang membutuhkan persetujuan tertulis 
dari Dewan Komisaris atau tanggapan 
tertulis dari Dewan Komisaris PT KAI dan 
Persetujuan dari RUPS dengan 
menambahkan ketentuan/ batasan waktu 
pengkomunikasian Keputusan Direksi 
kepada level di bawah Direksi 

Melakukan perubahan organisasi di Sekretaris
 Perusahaan, dengan 
menambahkan fungsi dan tugas Board 
alignment and delivery yang akan 
mengkomunikasikan Keputusan Direksi 
kepada level di bawahnya. Selain itu, 
penambahan ketentuan/batasan waktu 
pengkomunikasian Keputusan Direksi kepada 
level di bawah Direksi, akan dimasukkan ke 
dalam aturan Board Manual yang saat ini 
sedang dalam tahap penyusunan dan review 
Tim Legal 

- 1 - 

18 91 Segera menetapkan pejabat definitif EVP 
Internal Audit dan pada Jabatan lainnya 
yang dirangkap (PYMT). 

Dewan Komisaris telah memberikan 
persetujuan usulan calon kandidat EVP of 
internal audit PT KAI (Persero) dalam Surat 
Nomor 19/CF/KOM/III/2025 tanggal 10 
Maret 2025 yaitu Sdr Budi Triastomo, dan 
diangkat oleh Direktur Utama berdasarkan 
Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor 
KH.617/VI/I/SAP/KA-2025 tanggal 18 
Juni 2025. 

1 - - 

19 90 Menyampaikan Rancangan RKAP kepada 
Dewan Komisaris sebelum penyampaian 
kepada Pemegang Saham paling lambat 
tanggal 15 September tahun berjalan 

Berdasarkan surat dari Direktur Utama 
tentang Penyampaian dan Permohonan 
Tanggapan Tertulis atas Usulan Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Kereta 
Api Indonesia (Persero) Tahun 2025 tanggal 
29 Oktober 2025, bahwa penyampaian 
rancangan RKAP 2026 belum dapat dilakukan 
sesuai batas waktu penyampaian tanggal 15 
September 2026, sehubungan dengan proses 
pengumpulan dan penyusunan data dari unit-
unit terkait serta pembahasan di level Direksi 
yang membutuhkan waktu. Aspirasi 
Pemegang Saham baru diterima KAI pada 
akhir bulan September 2025 

- 1 - 

20 90 Memastikan rancangan RKAP yang 
disusun selaras dengan RJPP 

Telah dilakukan pembahasan dengan Komite 
Audit terkait rancangan RKAP 2026 dan telah 
disimpulkan bahwa rancangan RKAP telah 
selaras dengan RJPP 

1 - - 

21 98 Konsisten dalam menyampaikan rancangan 
Laporan Manajemen Triwulanan kepada 
Dewan Komisaris selambat lambatnya 7 hari 
setelah triwulanan yang bersangkutan. 

Laporan manajemen triwulanan masih 
terlambat. Berdasarkan penjelasan dari 
unit terkait (FMG) bahwa penyampaian 
belum memungkinkan untuk dilakukan 
dalam 7 hari setelah triwulan berjalan, 
mengingat memerlukan waktu dalam 
pengumpulan dan penyusunan data 
keuangan dari Anak Perusahaan, Unit 
terkait serta pembahasan dengan Direksi 
sebelum penyampaian Laporan Triwulan 
disampaikan kepada Dewan Komisaris. 
(Data Dukung telah disampaikan olehTim 
FMC) 

- 1 - 
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Urut Par 
Tuntas Dalam 

Proses 
Belum 

TL 

22 99 Menyusun dan menyampaikan kepada 
RUPS/Pemilik Modal tentang usulan insentif 
kinerja untuk Direksi 

Usulan insentif kinerja untuk Direksi belum 
ada 

- 1 - 

23 102 Melengkapi Peraturan Direksi Nomor Nomor 
PER.U/KM.101/II/1/KA-2024 
tanggal 12 Februari 2024 tentang Pedoman 
Pengadaan Barang dan Jasa dengan muatan 
hak-hak dan kewajiban pemasok dan 
perusahaan 

Kebijakan PBJ KAI telah di update dengan 
Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia 
(Persero) Nomor PER.U/KM.101/VI/1/KA-
2025 Tanggal 05 Juni 2025 Tentang 
Perubahaan Kedua Atas Peraturan Direksi 
Nomor PER.U/KM.101/VII/ 1/KA -2022 
Tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan 
Jasa (RDS 3/KC.202/I/KA/2026, 6 Januari 
2026), namun masih belum ada muatan 
mengenai hak pemasok, hak dan kewajiban 
perusahaan 

- 1 - 

24 103 Menindaklanjuti hasil evaluasi 
pelaksanaan program K3 

Pada tahun 2025, KSS telah melakukan 
evaluasi pelaksanaan program K3, dan 
menindaklanjutinya 

1 - - 

25 104 Melakukan update Keputusan Direksi 
Nomor   KEP.U/OT.003/XI/4/KA-2012 
tentang Tata Kelola Anak Perusahaan 
(Subsidiary Governance ) di 
Lingkungan PT KAI (Persero) dengan 
melengkapi sistem penilaian kinerja Direksi 
anak perusahaan (kolegial dan individu) dan 
Dewan Komisaris anak perusahaan (Kolegial) 

Sehubungan dengan masih banyaknya 
perubahan aturan dari Danantara dan BP 
BUMN maka akan disusun terlebih dahulu 
Surat Edaran terkait penilaian kinerja 
Direksi anak perusahaan (kolegial dan 
individu) dan Dewan Komisaris anak 
perusahaan (Kolegial). Selanjutnya akan 
disusun pemuktahiran aturan tata Kelola 
Anak Perusahaan di Lingkungan KAI 

- 1 - 

26 107 
108 

Meningkatkan efektifitas pengendalian 
internal pada masing-masing unit 
perusahaan, sehingga tidak terjadi temuan 
berulang pada unit yang sama untuk 
pemeriksaan yang sama 

Tindak lanjut sedang dalam proses, akan 
dipantau temuan-temuan pada audit PBJ 

- 1 - 

27 110 Mengupayakan penyelesaian permasalahan 
yang terkait dengan transaksi bisnis dengan 
pihak lain yang belum diselesaikan. 

Permasalahan/kasus dengan pihak lain pada 
tahun 2024 telah diselesaikan semua dengan 
status Close (Data dukung disampaikan oleh 
Tim Legal). 
Terdapat 1 kasus yaitu penumpang tidak 
mau melepaskan jas hujan, kasus ini telah 
banding dan dimenangkan oleh KAI, 
penggugat meneruskan ke tahap 
selanjutnya, namun KAI yakin menang dalam 
kasus ini 

1 - - 

28 112 Menindaklanjuti hasil asesmen pemasok Hasil asesmen pemasok diantaranya kurang 
memuaskan dalam hal kemudahan aplikasi 
pengadaan. Telah ditindaklanjuti pada tahun 
2026 yaitu dilakukan update aplikasi, aplikasi 
yang akan mengenerate kontrak (aplikasi 
RAPID). Dalam aplikasi ini, template kontrak 
dibuat sesuai karateristik. 
Juga terdapat 
improvement berupa pemberian draft 
kontrak diawal, sehingga vendor sudah 
dapat menentukan terlebih dahulu 
kemampuan untuk memenuhi point dalam 
kontrak. 

1 - - 
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29 115 Menetapkan kebijakan khusus mengenai 
metode penilaian untuk mengukur 
kepuasan karyawan 

Telah disusun SOP Pengukuran Tingkat 
Kepuasan Karyawan. 
Sebelumnya mengacu kepada KAK dalam 
melakukan survey (dalam bentuk kuesioner 
atau bentuk lainnya). 

1 - - 

30 120 Melampirkan Pakta Integritas dalam semua 
usulan tindakan Direksi yang memerlukan 
persetujuan Dewan Komisaris dan 
Pemegang Saham 

Pakta Integritas Direksi telah dilampirkan 
dalam semua usulan tindakan Direksi yang 
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris 
dan Pemegang Saham 

1 - - 

31 124 Menyempurnakan Risalah Rapat Direksi 
dengan memuat mengenai alasan 
ketidakhadiran Direksi, dan membubuhkan 
tanggal pada paraf Direktur di validasi 
risalah rapat 

Telah disusun dan disampaikan daftar risalah 
rapat direksi yang telah memuat alasan 
ketidak hadiran direksi, dan telah 
dibubuhkan tanggal pada paraf Direktur di 
validasi risalah rapat 

1 - - 

32 127 Mengupayakan penyelesaian tindak lanjut 
atas arahan/saran Dewan Komisaris 

Telah disusun dan disampaikan daftar 
arahan/ saran Dewan Komisaris dan 
monitoring tindaklanjutnya 

1 - - 

33 132 Menyelenggarakan, mempersiapkan materi 
program pengenalan direksi minimal 
memuat pengenalan prinsip-prinsip GCG, 
gambaran umum BUMN, kewenangan yang 
didelegasikan, tugas dan tanggung jawab 
Direksi dan Komisaris, serta 
mendokumentasikan program pengenalan 
perusahaan bagi Dewan Komisaris dan 
Direksi baru yang berasal dari luar 
perusahaan 

Program pengenalan perusahaan kepada 
Direksi dan Dewan Komisaris baru telah 
dilaksanakan pada bulan Agustus 2025, 
dengan materi pengenalan sesuai dengan 
ketentuan dalam Board Manual 

1 - - 

34 133 Menyempurnakan laporan 
pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan 
dengan menambahkan uraian mengenai 
analisis/penjelasan atas
 program/kegiatan  yang 
mendukung KPI, uraian capaian KPI, dan 
hambatan/kendala yang dihadapi 

Akan disusun laporan kinerja Sekretaris 
Perusahaan tahun 2025 dengan memuat:a. 
Realisasi KPI Masing-masing VP beserta 
penjelasan dan uraian data dukungnya;b. 
Data Keterbukaan informasi Emiten 
berdasarkan POJK dari unit Internal 
Relation.c. Kinerja Fungsi Liasion 
Officer.Selanjutnya Laporan Pelaksanaan 
Tugas Sekretaris Perusahan akan 
disampaikan kepada Direktur Utama 
maupun Dewan komisaris melalui Nota 
Dinas/Surat Dinas. 
Masih dalam proses 

- 1 - 

35 129 Menginstruksikan Unit SDM agar segera 
melakukan rekrutmen auditor pada 
kesempatan pertama 

Unit SDM telah melakukan perhitungan 
kebutuhan auditor, yaitu kebutuhan auditor 
sebanyak 52 orang dengan komposisi 
auditor saat ini 47 orang, sehingga masih 
terdapat kekurangan sebanyak 5 orang. 
Pemenuhan sementara untuk 3 orang dapat 
dipenuhi dari mutasi intern. 
Berdasarkan penjelasan dari unit SDM, 
komposisi eksisting saat ini masih mencukupi 
untuk pelaksanaan tugas di Unit Internal 
Audit 

1 - - 
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36 108 Mengupayakan penyelesaian tindak lanjut 
atas rekomendasi temuan hasil audit BPK 

Upaya percepatan penyelesaian terus 
dilakukan dengan berkoordinasi secara rutin 
dengan unit terkait baik secara langsung 
maupun melalui nota dinas yang dikirimkan 
setiap triwulannya.Hasil tindak lanjut 
tersebut kemudian divalidasi bersama 
dengan Tim BPK-RI, pada bulan Desember 
2025 telah dilaksanakan validasi 
penyelesaian Tindak Lanjut Dari hasil 
tersebut penyelesaian tindak lanjut mencapai 
84% (sebanyak 125 rekomendasi Diusulkan 
Selesai (DS), 117 rekomendasi Masih Dalam 
Proses Penyelesaian (MDP), dan 6 
rekomendasi Belum Ditindaklanjuti (BD)). 
Prosentase TL secara keseluruhan per 31 
Desember 2025 telah mencapai 94%. 

1 - - 

37 130 Melaksanakan penilaian internal atas 
program jaminan kualitas dan peningkatan 
Fungsi Audit Internal secara keseluruhan. 

Dari 4 rekomendasi IACM, sebanyak 1 
rekomendasi telah ditindaklanjuti, yaitu 
melakukan koordinasi dengan unit 
Managemen Risiko terkait penyusunan Risk 
Based Audit; sedangkan 3 rekomendasi masih 
dalam proses, yaitu 
a. menetapkan pedoman Quality 
Assurance and Improvement Program 
(QAIP 
b. melakukan penilaian QAIP 
c. melakukan survey kepuasan/feedback 
dari pemangku kepentingan. 
 
Progres saat ini : 
a. telah dibentuk fungsi baru melalui struktur 
organisasi baru, yaitu Manager yang 
melaksanakan penilaian QAIP 
b. penyusunan pedoman QAIP sedang 
dalam proses penyusunan. 

- 1 - 

Sub Jumlah 12 9 - 
V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI 

38 136 Melakukan revisi Peraturan Direksi Nomor   
PER.U/KL.104/VI/1/KA-2018 
tanggal 05 Juni 2018 tentang Pedoman 
Pelayanan Informasi Publik 
disesuaikan dengan Peraturan Komisi 
Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 
tanggal 25 Juni 2021 tentang Standar 
Layanan Informasi Publik 

Kebijakan informasi publik telah diupdate 
menyesuaikan dengan peraturan Komisi 
Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 
25 Juni 2021 tentang Standar Layanan 
Informasi Publik, yaitu ditetapkan melalui 
Peraturan Direksi Nomor 
PER.U/KL.104/VII/1/KA-2025 tentang 
Pedoman Pelayanan Informasi Publik 

1 - - 
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39 137 Menyampaikan laporan/informasi yang 
menjadi kewajiban Perusahaan secara tepat 
waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
maksimal 90 hari setelah akhir tahun buku 
dan kepada Pemegang Saham maksimal 5 
bulan setelah akhir tahun buku. 
(POJK   Nomor   14/POJK.04/2022 
tentang Penyampaian Laporan Keuangan 
Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, 
Laporan Keuangan Tahunan (audited) 
(LKT) wajib disampaikan kepada OJK pada 
akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan 
keuangan melalui Sistem Pelaporan 
Elektronik (SPE) OJK) 

LKT mengalami keterlambatan dalam 
penyampaiannya disebabkan karena 
masih adanya isu status pencatatan 
terhadap perhitungan nilai PNBP biaya 
penggunaan prasarana perkeretaapian 
milik negara Track Access Charge (TAC) 
yang masih dalam proses penyelesaian 
perhitungan PNBP TAC dengan melibatkan 
Lembaga/ Kementerian terkait. Meskipun 
demikian, KAI telah menyampaikan 
informasi terkait keterlambatan ini 
sebelum deadline akhir laporan kepada 
OJK. Berikut disampaikan detail 
korespondensi terkait LKT 2024 sbb : 
1. Surat KAI Nomor KL.217/III/17/KA-2025 
tanggal 23 Maret 2025 perihal Informasi 
atas Keterlambatan Penyampaian Laporan 
Keuangan PT Kereta Api Indonesia 
(Persero) per 31 Desember 2024 yang 
menjelaskan bahwa Laporan Keuangan 
Audited per 31 Desember 2024 PT KAI akan 
mengalami keterlambatan dalam 
penyampaiannya dikarenakan LK yang 
sedang dalam proses Audit dari KAP RSM, 
hal ini disebabkan masih adanya isu status 
pencatatan terhadap perhitungan nilai 
PNBP biaya penggunaan prasarana 
perkeretaapian milik negara/ Track Access 
39. Charge(TAC) yang masih dalam proses 
penyelesaian perhitungan nilai PNBP TAC 
tersebut. 
2. Surat KAI Nomor KL.217/IV/12/KA-2025 
tanggal 29 April 2025 perihal Penjelasan 
atas Keterlambatan Penyampaian 
Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir 
per 31 Desember 2024 yang menjelaskan 
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
bahwa Laporan Keuangan Auditan PT KAI 
masih belum bisa disampaikan karena 
sedang dalam proses Audit dari KAP RSM, 
hal ini disebabkan masih adanya isu status 
pencatatan terhadap perhitungan nilai 
PNBP biaya penggunaan prasarana 
perkeretaapian milik negara. 

- 1 - 
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40 150 Melengkapi muatan Annual Report sebagai 
berikut: 
a. Menambahkan dalam bagan struktur 
organisasi mengenai nama yang 
menduduki jabatan tersebut; 
b. Memuat Pelatihan Karyawan yang akan 
dilakukan tahun 2024; 
c. Menambahkan informasi mengenai 
berapa periode audit akuntan publik telah 
mengaudit laporan keuangan perusahaan; 
d. Memuat dampak dari informasi dan 
fakta material yang terjadi setelah tanggal 
laporan akuntan terhadap kinerja dan risiko 
usaha di masa mendatang. 

Muatan Annual Report telah dilengkapi 
dengan ditambahkan hal-hal sebagai berikut: 
a. Bagan struktur organisasi mengenai nama 
yang menduduki jabatan tersebut; 
b. Pelatihan Karyawan yang akan dilakukan 
tahun 2024; 
c. Informasi mengenai berapa periode audit 
akuntan publik telah mengaudit laporan 
keuangan perusahaan; 
d. Dampak dari informasi dan fakta material 
yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan 
terhadap kinerja dan risiko usaha di masa 
mendatang. 

1 - - 

41 150 Mengikuti Annual Report Award (ARA) Telah mengikuti ARA 2024 berdasarkan 
bukti pembayaran pendaftaran 

1 - - 

Sub Jumlah 3 1 - 
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LAMPIRAN FOTO KEGIATAN 

 
Sambutan Perwakilan Dewan Komisaris 

 
Sambutan VP of Governance and Compliance 

 
Sambutan Perwakilan BPKP Jabar 

 
Pembahasan FGD Aspek Dekom 

 
Pembahasan FGD Aspek Direksi Unit ZA 

 
Pembahasan FGD Aspek Direksi Unit ZSB 

 
Pembahasan FGD Aspek Direksi Unit ZLD 

 
Pembahasan FGD Aspek Direksi Unit ZSP 



 

13 
 

 
Pembahasan FGD Aspek Direksi Direktorat DH 

 
Pembahasan FGD Aspek Direksi Unit HCI 

 
Pembahasan FGD Aspek Direksi Unit HCO 

 
Pembahasan FGD Aspek Direksi Unit FSV 

 
Pembahasan FGD Aspek Direksi Unit FMB 

 
Pembahasan FGD Aspek Direksi Unit IS 

 
Pembahasan FGD Aspek Direksi Unit FMG 

 
Pembahasan FGD Investor Relation 

 
Pembahasan FGD Aspek Direksi Unit KS 

 
Pembahasan FGD Aspek Direksi Unit SRG 

 


